BAB IV
PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Penerapan Peran Pelaksanaan Lembaga terhadap Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Studi di Fasilitas Umum Kota Padang. Pemerintah Kota atau pejabat yang
ditunjuk sebagai petugas pelaksanaan penataan dan pemberdayaan
pedagang kaki lima berkewajiban memberikan penataan dan
pemberdayaan kepada pedagang kaki lima mengenai pemberdayaan.
Namun pada pelaksanaan atau realisasinya dilapangan penulis melihat
ketentuan tersebut tidak terlaksana sepenuhnya dengan baik. pedagang
kaki lima tidak mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang layak yang
dapat memajukan perekonomian dan kesejahteraan mereka. Pada dasarnya
pelaksanaan penataan dan pemberdayaan juga penertiban pedagang kaki
lima oleh Pemerintah Kota yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Perdagangan
dan Satpol PP pada dasarnya cukup efektif, meskipun demikian masih ada.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan daerah Nomor
3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
Studi Fasilitas Umum di Kota Padang Potensi konflik penataan ruang salah
satu penyebabnya adalah banyak pedagang kaki lima yang tidak sesuai
dengan kapasitas yang melebihi batas lokasi yang ditetapkan oleh tantrib,
kemudian masih ada yang berjualan tidak sesuai tempat yang sudah di

alokasikan kepada pedagang kaki lima tersebut, serta masih adanya yang
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berjualan di sepanjang jalanan fasilitas umum di Kota Padang yang mana
ini mengganggu ketertiban pengguna dan pejalan kaki di Kota Padang.

. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam penerapan peraturan daerah
Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan, Kebijakan
untuk melakukan pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima tercantum
dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Penataan dan
pemberdayaan pedagang kaki lima. Tantrib bertugas melaksankan
pengamana dan keamana untuk para pedagang kaki lima berjulan, lokasi
yang sudah di terapkan pedagang kaki lima berjualan sesuai dengan lokasi
yang sudah ditetapkan. Pedagang kaki lima yang pelaku usaha yang
melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha
bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas
sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau
swasta yang bersifat sementara tidak menetap. Banyaknya jumlah
pedagang membuat keberadaan pedagang kaki lima sering dianggap
sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan seperti kemacetan,
keindahan tata ruang kota menjadi terganggu dan kenyamanan pejalan
kaki menjadi terganggu. Disinilah peran tantrib untuk mengatur ketertiban

dari setiap pedagang kaki lima yang berjualan.
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B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dengan ini disarankan hal
sebagai berikut :

1. Disarankan ke Pemerintah Kota Padang setelah dilakukan penataan dan
perelokasian perlu dilakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima
yang telah ditata tersebut sehingga pedagang kaki lima tidak kembali lagi
berjualan di tempat — tempat yang dilarang untuk berjualan.

2. Disarankan ke Pemerintah Kota Padang untuk melaksankan kegiatan
pelatinan bagi PKL untuk meningkatkan skill dan pemberdayaan bagi
pedagang kaki lima.

3. Disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penataan
pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang
termasuk penelitian tentang terus meningkatnya jumlah pedagang kaki

lima.
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